SALINAN

WALI KOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SURABAYA
NOMOR 45 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA

NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKSI
ADMINISTRATIF PELANGGARAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN KEBERSIHAN

Menimbang :

DI KOTA SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA SURABAYA,

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 41 Peraturan

Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah dan
Kebersihan di Kota Surabaya, telah ditetapkan Peraturan Wali
Kota Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi
Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya
Nomor S5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah dan
Kebersihan di Kota Surabaya;

. bahwa untuk menghentikan pelanggaran, memulihkan kualitas

lingkungan yang rusak, serta agar masyarakat mematuhi
peraturan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup maka
ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 10 Tahun 2017
tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran
Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Sampah dan Kebersihan Di Kota Surabaya
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota
tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 10 Tahun
2017 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif
Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan di Kota
Surabaya.
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan
Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan
Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Daerah Tingkat II
Surabaya Dengan mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun
1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan
Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2730);

. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa
Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
(UU) Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang
Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang
Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;

. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan

Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4851);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan
Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah
Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
188 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5347);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013
tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan
dalam Penanganan Sampah Rumah tangga dan Sampah Sejenis
Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 470);

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian
Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2026 tentang Pengawasan Dan
Sanksi Administratif Bidang Lingkungan Hidup (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 387);
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Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Sampah dan Kebersihan di Kota Surabaya (Lembaran
Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 5 Tambahan Lembaran
Daerah Kota Surabaya Nomor 5) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2019
(Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2019 Nomor 1
Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 1);

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya
(Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12
Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Surabaya Nomor 3 Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kota Surabaya
Tahun 2024 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya
Nomor 3);

Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan
Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Sampah dan Kebersihan Di Kota Surabaya;

Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 79 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya (Berita Daerah
Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 79);

Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 64 Tahun 2025 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya (Berita
Daerah Kota Surabaya Tahun 2025 Nomor 64).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALI KOTA NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA
PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF PELANGGARAN PERATURAN
DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH DAN KEBERSIHAN DI KOTA SURABAYA.

Pasall

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 10
Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif
Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan di Kota Surabaya,
diubah sebagai berikut:

. Semua Kalimat Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau diubah

menjadi Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya.
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2. Ketentuan dalam Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Wali Kota ini.

Pasal II
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 14 September 2026

WALI KOTA SURABAYA
ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 14 September 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,
ttd
Lilik Arijanto, ST..MT

Pembina Utama Muda
NIP 19710330 199803 1 005

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2026 NOMOR 45

Salinan sesuai dengan aslinya,

Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA
Dr. Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H.
Jaksa Utama Pratama

NIP. 197803072005011004

Balai UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

Sertifikasi  "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Elektronik  Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
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LAMPIRAN

PERATURAN WALI KOTA SURABAYA

NOMOR 45 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA
SURABAYA NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG
TATA CARA PENGENAAN SANKSI
ADMINISTRATIF PELANGGARAN PERATURAN
DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 5 TAHUN
2014 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN
KEBERSIHAN DI KOTA SURABAYA

A. JENIS PELANGGARAN BESERTA BESARAN UANG PAKSA

Besaran uang paksa yang dikenakan bagi orang atau badan yang tidak
sanggup melakukan pemulihan sesuai dengan kondisi yang berlaku dan
upaya pemulihan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, ditetapkan sebagai
berikut:

No. Jenis Pelanggaran | Volume Sampah Besaran Uang Paksa
membuang sampah tidak <1m3 Rp1.000.000,00
1. | pada tempat yang telah (satu juta rupiah)
ditentukan dan
disediakan, termasuk Rp3.000.000,00

membuang sampah ke >1m3 (tiga juta rupiah)

sungai, selokan, got, riol,
saluran, jalan umum,
tempat umum, berm atau
trotoar  dan/atau di
tempat umum lainnya

membuang sampah >1m3 Rp3.000.000,00

2. | ukuran besar di (tiga juta rupiah)
TPS/TPST dan/atau TPA,
saluran.

3. | membuang sampah puing <1m3 Rp1.500.000,00
bongkaran bangunan ke (satu juta lima ratus
TPS/TPST dan/atau TPA; ribu rupiah)

> 1m3 Rp3.000.000,00

(tiga juta rupiah)

4. | memasukkan sampah <1m3 Rp1.000.000,00
dari luar wilayah daerah (satu juta rupiah)
ke TPS/TPST dan/atau
TPA kecuali mendapat >1m3 1§p3..0(?[0.000‘,01’?
izin dari walikota; (tiga juta rupiah)

5. | menumpuk sampah di <1m3 Rp1.000.000,00
luar kontainer di (satu juta rupiah)
kawasan TPS/TPST; > 1 m3 Rp3.000.000,00

(tiga juta rupiah)

6. | menumpuk gerobak di Rp1.000.000,00
kawasan TPS/TPST; (satu juta rupiah)
menumpuk sampah di Rp3.000.000,00

7. | luar landfill di kawasan (tiga juta rupiah)

di TPA;




membakar sampah
yang tidak sesuai
dengan persyaratan
teknis pengelolaan
sampabh;

Rp1.500.000,00
(satu juta lima ratus
ribu rupiah)

mengelola sampah yang
menyebabkan
pencemaran dan/atau
perusakan lingkungan

Rp1.500.000,00
(satu juta lima ratus
ribu rupiah)

WALI KOTA SURABAYA

ttd

ERI CAHYADI
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